f. bendahara Desa dan Sekretaris Desa membuat laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan
pencairan ADD

g. bendahara Desa dan Sekretaris Desa membuat LPJ realisasi
pelaksanaan APB Desa

h. bendahara Desa dan Sekretaris Desa menandatangani bukti
transaksi realisasi penggunaan ADD

i. kepala Desa menandatangani bukti transaksi realisasi penggunaan
ADD '

j. kepala Desa melaporkan realisasi pengelolaan ADD setiap bulan
kepada Camat sesuai tahapan dan LPJ realisasi pelaksanaan APB
Desa tahun anggaran berkenan dan atau / akhir masa jabatan.

2. Di tingkat Kecamatan

a. Camat merekap laporan bulanan Kepala Desa tentang realisasi
penggunaan ADD dan dilaporkan setiap tiga (3) bulan kepada
Bupati melalui DPMD

b. Camat mengarsipkan laporan bulanan Kepala Desa tentang
realisasi penggunaan ADD

3. Di tingkat Kabupaten

a. DPMD merekap laporan tiga (3) bulanan dari Camat tentang
realisasi penggunaan ADD dan dilaporkan setiap enam (6) bulan
kepada Bupati dan SKPD teknis terkait.

b. Bupati merekap laporan enam (6) bulanan dari DPMD tentang
realisasi penggunaan ADD dan dilaporkan setiap tahun kepada
Gubernur dan Pemerintah Pusat.

c. mengarsipkan laporan enam (6) bulanan dan akhir tahun tentang
realisasi penggunaan ADD.

D.Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

1. ADD dilaksanakan dengan hemat, terarah dan terkendali;

2. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa yang dikelolah
berdasarkan asas-asas tranparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

3. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan
dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat di Desa; {



4. Seluruh  kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif, teknis dan hukum;

5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai
berikut :

a. Koordinator : Sekretaris Desa

b. Pelaksana : Kepala Urusan

c. Pengadministrasi : Bendahara

6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik
Desa yang dipisahkan;

7. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada angka 6, mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan tim PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
Desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa yang dananya bersumber dari ADD;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APB Desa yang dananya bersumber dari ADD;

8. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa,
dibantu oleh PTPKD.

9. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

f. Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan

bidangnya; 1



10. Kepala Urusan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga
kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan; '
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
11. Bendahara dijabat oleh staf pada Kepala Urusan Umum :
12. Tugas Bendahara:
a. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau
membayarkan ADD sesuai dengan rencana penggunaan dana;
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan ADD;
c. Mengerjakan buku kas dana Desa;
d. Menyusun dokumen dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
secara teratur;
e. Membuat laporan realisasi penggunaan ADD;
f. Bertanggungjawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian,
hilang dan dicuri sebagai akibat kelalaian.

E.Sasaran
a. Sasaran ADD adalah :
1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. Indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan
penggunaannya,
2. Meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam musyawarah
pembangunan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dan program-
program pemerintah lainnya yang ada di Desa; I



4. Meningkatkan swadaya masyarakat;

5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan
pembangunan Desa;

6. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;

7. Terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa.

F. Proporsi (Besaran dan Jenis Penggunaan ADD)
ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :

L.

Penghasilan Tefap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa : Rp. 1.500.000/bulan
Sekretaris Desa non PNS : Rp. 1.050.000/bulan
Kepala Urusan : Rp. 750.000/bulan
Kepala Dusun : Rp. 325.000/bulan

. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa : Rp. 500.000/bulan
Sekretaris Desa non PNS : Rp. 350.000/bulan
Kepala Urusan : Rp. 250.000/bulan
Kepala Dusun : Rp. 50.000/bulan

. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Ketua : Rp. 550.000/bulan
Wakil Ketua : Rp. 525.000/bulan
Sekretaris : Rp. 525.000/bulan
Anggota : Rp. 445.000/bulan

. Total ADD yang diterima setelah dikurangi penghasilan tetap dan

tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD,
sisanya  digunakan untuk  penyelenggaran  pemerintahan,
pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.

. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada angka (4) antara lain :

a. operasional Pemerintahan Desa, yang terdiri dari :
1) Biaya perjalanan dinas;
2) Biaya rapat;
3) Biaya ATK;
4) Biaya langganan listrik dan telepon Kantor Desa;
5) Biaya penyusunan laporan Kepala Desa;
6) Biaya penyusunan APB Desa; 1



7) Biaya pengadaan buku administrasi Desa;
8) Biaya operasional pendataan profil Desa;
9) Biaya pengadaan iventaris Kantor Desa;

10) Biaya pemeliharaan iventaris Kantor Desa;

11) Biaya pemeliharaan Kantor Desa;

12) Honor Bendahara Desa, Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh
ribu)/bulan yang dibayarkan terhitung mulai sejak diangkat oleh
Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas (SPMT)

b. operasional BPD, digunakan untuk kegiatan operasional BPD yang
rencana penggunaanya yang disusun dan ditetapkan dalam
musyawarah BPD. Laporan administrasi keuangan BPD wajib
dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab
pengelolaan keuangan Desa.

c. operasional RT/RW, dipergunakan untuk insentif RT/RW yang
merupakan bantuan operasional lembaga RT/RW dalam rangka
membantu  pelaksanaan  tugas pelayanan  pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta
pemberdayaan masyarakat.

1II. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD.

a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah dilakukan
verifikasi oleh Camat;

b.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende
meneruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Ende untuk mendapatkan persetujuan penyaluran
terhadap pengajuan yang sudah memenuhi syarat;

c. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, kepala
BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Kas
Daerah ke Rekening Kas Desa melalui transfer pada bank terdekat;

d. Setelah dana ADD di transfer ke rekening kas Desa, maka Kepala Desa
bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan dana
ADD;

e. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan
dalam dua tahap meliputi :

1. Tahap Pertama : 50 % dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan !
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2. Tahap Kedua : 50 % dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan

f. Bagi Desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran ADD pada
tahun berjalan, maka dapat mengajukannya pada tahun anggaran
berikutnya.

[V. PERSYARATAN PENCAIRAN ADD.
a. Pencairan ADD Tahap Pertama :
Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD tahap pertama
kepada Bupati melalui Camat dilampiri :
1. Rencana penggunaan dana ADD 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat
oleh Kepala Desa sebagaimana setelah diverifikasi oleh Camat;
2. Rencana penggunaan dana ADD tahap pertama dari Desa setelah
diverifikasi oleh Camat;
3. Foto kondisi fisik 0 %;
. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan

N

Keuangan Desa;
. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan;
. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahun

® N o0 O

sebelumnya;

9. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan
anggaran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan
dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap
sebelumnya;

10. Hasil verifikasi tim pendamping kecamatan.

b. Pencairan ADD Tahap Kedua :

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD Tahap Kedua

kepada Bupati melalui Camat dilampiri oleh :

1. Rencana penggunaan dana ADD 1 (satu) tahun angaran yang dibuat
oleh Kepala Desa;

2. Rencana penggunaan dana ADD tahap kedua dari Desa setelah
diverifikasi oleh Camat;

3. Laporan penggunaan ADD Tahap Pertama tahun berjalan setelah
diverifikasi oleh Camat;

4. Laporan perkembangan kemajuan fisik ADD dari Desa; 1
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5. Foto kondisi fisik 0 % dan kemajuan fisik tahap pertama dengan
mengetahui Kepala Desa;

6. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan
anggaran ADD tahap kedua yang ditandatangani oleh Kepala Desa
dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa ADD
tahap sebelumnya;

7. Hasil verifikasi oleh Camat.

c. Pencairan ADD Perubahan

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD Perubahan

kepada Bupati melalui Camat dilampiri oleh :

1. Rencana penggunaan dana perubahan dari Desa sebagaimana setelah
diverifikasi oleh Camat;

2. Laporan penggunaan ADD dari Desa diverifikasi oleh tim Camat;

3. Laporan perkembangan kemajuan fisik ADD dari Desa setelah
diverifikasi oleh Camat;

4, Foto kondisi fisik 0 % dan kemajuan fisik tahap I, dan foto kemajuan
fisik tahap Il dengan mengetahui Kepala Desa;

5. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan
anggaran ADD Perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa
dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap
sebelumnya;

6. Hasil verifikasi oleh Camat.

V. PENGAWASAN.
1. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagaimana berikut :

a. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap
bulan sckali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan
keuangan ADD. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Kas;

b. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa termasuk
pertanggungjawaban dalam forum rapat keterangan
pertanggungjawaban Kepala Desa;

c. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap
pelaksanaan ADD; 1



d. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Ende sebagai aparat
pengawasan intern Kabupaten yang merupakan pengawasan umum
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

e. Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Desa.

- Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban APB Desa.

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati
melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang
bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 1, terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

¢. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang
bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 2 ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana
dimaksud pada point 3 dilampiri format laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD tahun
anggaran berkenaan;

€. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban  realisasi
pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat;

8. Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak
diwajibkan untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku.

h. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas,
dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat_{
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3. Pelaporan

a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
yang bersumber dari ADD kepada Bupati berupa:
1. laporan semester pertama; dan
2. laporan semester akhir tahun.

b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada point (1)
huruf a, berupa laporan realisasi APB Desa yang bersumber dari
ADD;

c. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dari dana yang bersumber
dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a, disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada point 1
huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya;

1. Laporan Akhir

Laporan akhir dari penggunaan ADD, mencakup pelaksanaan dan
penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi
penyelesaian hasil akhir penggunaan AD), dengan susunan sebagai
berikut :
a. Pendahuluan;

. Program dan kegiatan ADD /rencana penggunaan dana ADD;

c. Pelaksanaan ADD;

d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah;

o

5o

Perkembangan fisik 0 % sampai dengan 100 %;

Penutup.

Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 3
(ketiga) Januari tahun berikutnya.

2. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana ADD :

-~

a. Laporan penggunaan dana ADD dilampiri foto copy laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa dan disampaikan bersamaan
dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap
berikutnya.

b. Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud huruf a,
dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke
Camat secara bertahap.

c. Camat membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa
kepada Bupati melalui SKPD tcknis.1
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VI. KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
1. Bendahara yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Ende
2. Bendahara wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak
pertambahan Nilai (PPN) sesuai aturan perpajakan yang meliputi :
a. PPh pasal 22 atas belanja barang (material atau bahan bangunan,
konsumsi : air mineral/snack/nasi kotak, ATK dan foto copy)

Nilai Pembayaran Besarnya Pemungutan
. PPh Pasal 22
Paling banyak Rp. 2.000.000 (dua | Tidak dipungut

Juta Rupiah) dikenai PPN 10 %
Lebih dari Rp. 2.000.000 (dua | 1,5 % harga barang
Juta Rupiah) dikenai PPn 10 %

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke
Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan
dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP
Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat
tanggal 14 bulan berikutnya.

b. PPh Pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : sewa kendaraan/peralatan,
servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2 %

c. PPN sebesar 10 % atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan
nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari 1.000.000 (satu juta
rupiah). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor
dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan
dilaporkan ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar
paling lambat akhir bulan berikutnya.

VII. REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

1. Dana ADD hanya dapat digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam
rencana penggunaan dana atau rencana kerja dan Rencana Anggaran
Biaya;

2. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana wajib dicatat dalam Buku Kas
Umum dan Buku Kas Pembantu;

3. Setiap pengeluaran wajib di sertai bukti pengeluaran berupa kwitansi atau
tanda terima yang sah; (
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4. Kwitansi pengadaan barang/jasa ditandatangani dan di stempel penyedia
barang/jasa dilampiri nota pembelian dari penyedia barang/jasa
(toko/tempat usaha);

5. Nilai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh Tibu rupiah) sampai
dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan materai senilai Rp.
3.000 (tiga ribu rupiah), diatas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
menggunakan materai senilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);

6. Penyerahan bantuan berupa barang yang pengadaannya oleh Pemerintah
Desa mcnggunakaﬁ tanda terima dari pihak penerima bantuan dalam
bentuk Berita Acara Penyerahan Barang;

7. Biaya perjalanan dinas wajib disertai Surat Tugas dari Kepala Desa dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), berpedoman pada ketentuan
yang berlaku;

8. Bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi dan/atau tanda terima
ditandatangani oleh :

a. Kepala Desa sebagai tanda persetujuan terhadap pengeluaran dana;
b. Bendahara sebagai pernyataan lunas dibayar.

9. Khusus untuk SPJ kegiatan fisik wajib disertai foto perkembangan proyek
mulai 0 % (sebelum dimulai), 30 % (proyek berjalan) dan 100 % (proyek
selesai).

10. Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana ADD diperiksa
oleh Tim Pendamping Kecamatan dan diarsipkan di Kantor Desa,
tembusan beserta copy lampirannya disampaikan kepada Bupati melalui
Tim Fasilitasi Kabupaten.

VIII. PENUTUP.
1. Apabila terjadi perubahan dalam rencana penggunaan dana ADD, Kepala
Desa dapat mengajukan permohonan perubahan dengan menyusun APB
Desa perubahan yang disertai alasan perubahannya dan ditetapkan
dalam Peraturan Desa;
2. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan,
penggunaan dan pertanggungjawaban dana ADD yang bersangkutan.
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